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ABSTRAK

Menurut isi Pasal 6 Undang-Undang No 4 th 1997 tentang hak penyandang cacat 
telah meyatakan bahwa penyandang cacat sebagai dari bagian warga negara 
indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan 
hukum dan pemerintahan, namun sangat disesalkan kehidupan penyandang cacat 
masih diwarnai dengan prasangka dan diskriminasi. Di kabupaten Lahat masih 
banyak penyandang cacat yang tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan 
pekerjaan yang layak untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga 
realisasi hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan menurut Undang- 
Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kabupaten lahat belum 
terlaksana dengan maksimal dikarenakan faktor Jceterbatassan, kemampuan dan 
kesiapan kerja dari penyandang cacat itu sendiri serta keterbatasan pemerintah 
dalam memberikan lapangan pekerjaan. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini 
Dinas Kesejahteraan sosial dalam memberikan hak penyandang cacat untuk 
mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat sangat dibutuhkan. Salah satu perannya 
adalah memberikan pelatihan kepada penyandang cacat seperti pelatihan menjahit, 
pelatihan menyablon, pelatihan elektronik dan mempekerjakan penyandang cacat di 
perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan 
kemampuannya.

Kata Kunci: Penyandang Cacat, Hak, Pemerintah Kabupaten Lahat

!
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ABSTRACT

According to content Section 6 Law No 4, 1997 about rights of disabledpeople have 
expressed that disabled people as from shares of Citizen of Indonesia constitutionally 
have rights and domicile same in front of law and governance, but very regrettable 
life of disabled people still be colored with prejudice and discrimination. In Regency 
of Lahat still a lot of disabled people which do not get his rights in getting competent 
work to guarantee and fulfill requirement of his life so that realize rights of disabled 
people to get work of according t o Law No 13, 2003 about laborer in Regency of 
Lahat uncommitted maximally because of factor of limitation of ability and readiness 
of job from disabled people of itself and also the governmental limitation in giving 
work field. So that the governmental role in this case on Dinas Kesejahteraan Sosial 
in giving rights of disabled people to get work in Regency of Lahat very required. 
One of its role is give training to disabled people, like training sew, training printing, 
electronic training, and employ disabled people in company as according to type and 
degree ofhandicap, education and also his ability

Keyword: Disabled People, Rights, Governmental of Regency Lahat.
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Kabupaten Lahat yang masih belum mendapatkan haknya yaitu mendapatkan 
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undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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A. Latar Belakang

Seiring dengan majunya zaman dan lajunya pertumbuhan pembangunan di 

Indonesia, tenaga keija merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses 

pembangunan. Tenaga keija atau pegawai merupakan motor pengerak dalam suatu 

perusahaan atau pemerintahan, hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan 

bahwa pekerja adalah tulang punggung suatu pemerintahan. Para pekeija dikatakan 

sebagai tulang punggung suatu pemerintahan, karena memang dia mempunyai 

peranan yang sangat penting, tanpa adanya para pekeija, tidak akan mungkin suatu 

perusahaan atau pemerintahan itu bisa beijalan dengan baik dan berpartisipasi dalam 

pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga keija diperlukan 

pembangunan ketenagakeijaan untuk meningkatkan kualitas tenaga keija yang 

mempunyai peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan 

tenaga kerja dan keluarganya sesesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.1

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Untuk
i

memenuhi semua kebutuhan tersebut maka manusia dituntut untuk bekeija, baik dia 

normal ataupun memiliki cacat fisik. Guna menghindari adanya perbedaan dalam hal 

pekerjaan, maka pemerintah mempertegasnya dengan berdasarkan pada Pasal 27 ayat

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Perja ,RajaGrafindo Persada, Jakarta,2002, hlm,l
1



2

2 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Faktanya bahwa penyandang cacat pada saat ini masih sangat sulit 

mendapatkan pekeijaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyandang cacat yang 

masih tidak mempunyai pekeijaan dikarenakan banyak perusahaan atau birokrasi 

pemerintahan yang tidak menerima para penyandang cacat dikarenakan kecacatannya 

yang dianggap bisa mengganggu kinerjanya dalam menyelesaikan tugas pekeijaan. 

Dengan demikian maka seharusnya diberikan perlindungan khusus yang 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar penyandang cacat dan menjamin 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dan juga dalam hal 

keselamatan dan kesehatan keija mereka. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 

6 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang hak penyandang cacat yang menyatakan 

bahwa :2

i

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, dan jenjang pendidikan;

2. pekeijaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati 

hasil-hasilnya;

4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

- Penjelasan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Hak Penyandang Cacat
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5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social, dan

untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan 

sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat.

Dari salah satu isi Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang hak 

penyandang cacat telah menyatakan bahwa penyandang cacat sebagai bagian dari 

warga negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang 

di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta 

pemajuan pemenuhan hak dan kewajiban penyandang cacat dalam pembangunan 

nasional, sangat urgen dan strategis. Apalagi, dengan bergulirnya semangat reformasi 

dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar Hak Asasi 

Manusia (HAM), maka penyandang cacat jika ditinjau dari optik sosio kultural pada 

hakikatnya adalah makhluk sosial, yang memiliki dan berpeluang mengekspresikan 

potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan, penyandang cacat dalam fase 

tertentu dapat menjadi perubahan sosial bagi pembangunan.3

Namun, sangat disesalkan karena sejak negeri ini merdeka 1945, kondisi 

kehidupan penyandang cacat Indonesia secara umum masih diwarnai dengan berbagai 

prasangka dan diskriminasi. Anehnya, perilaku yang terkesan negatif seperti itu 

bukan saja ditampakkan kalangan awam, tetapi justru sering timbul dari kalangan 

decision maker, "penguasa wilayah", kaum intelektual termasuk dari

6. hak yang sama

sama

agamawan

3 http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=46064, diakses tanggal 2
Maret 2010

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=46064
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sendiri, yang memandang penyandang cacat sebagai makhluk yang perlu dikasihani 

dan ditolong sebagai ladang amal. Tidak heran, jika sebagian besar penyandang cacat 

menjadi kelompok masyarakat marginal yang rentan, terbelakang, dan hidup di 

bawah garis kemiskinan. Fenomena marginalisasi penyandang cacat tampak jelas 

baik pada kasus penyia-nyiaan, penelantaran, dan eksploitasi penyandang cacat, juga 

dapat terlihat pada layanan pendidikan formal, yang masih harus terisolasi dalam 

lembaga pendidikan khusus yang eksklusif, dan pragmatis, serta dalam pembangunan 

infrastuktur kota yang tidak kondusif.4

Berdasarkan kenyataannya, sebagian besar penyandang cacat hidup di bawah 

tekanan ketidakpastian. Hal ini dapat dilihat karena hak penyandang cacat sebagai 

warga negara yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia hingga kini tak 

diberikan, atau setidak-tidaknya dibatasi terutama akses di bidang pendidikan dan 

tenaga kerja yang masih sarat dengan diskriminasi, dan ketidakadilan. Selain itu 

sampai dewasa ini masih banyak orang yang memandang dan menilai kondisi 

penyandang cacat identik dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Dengan alasan ini 

penyandang cacat tidak memenuhi persyaratan untuk menggeluti dunia pekerjaan. 

Sebab dalam persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Singkatnya orang begitu 

mudah memikirkan kekurangan penyandang cacat, untuk menghilangkan hak-hak 

mereka.5

4 Ibid
5 Ibid
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Selain itu, ada stigma yang sangat negatif di dalam masyarakat yang 

menyebutkan bahwa orang cacat tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna 

karena masyarakat hanya melihat penyandang cacat dari 

kekurangan fisiknya saja. Kondisi inilah yang menyebabkan para penyandang cacat, 

tidak mempunyai posisi tawar, baik dalam sektor formal maupun informal di duma 

kerja. Keadaan ini tidak hanya teijadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara 

berkembang lain. Di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan peran serta penyandang cacat, agar eksistensinya dapat diakui dan 

diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selain UU Dasar 45 psl 27 ayat (2), 

menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia, 

juga punya UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang mengatur ketentuan 

jumlah tenaga kerja cacat minimal 1% dari jumlah karyawan non cacat, itupun 

disesuaikan dengan kemampuan penyandang cacat itu sendiri.6

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa suatu pemerintahan tidak akan 

dapat bergerak tanpa adanya tenaga kerja yang dapat menopang perekonomian di 

suatu pemerintahan dalam semua level, baik pemerintah provinsi, kota maupun 

pemerintah kabupaten, salah satunya adalah di Kabupaten Lahat..

Di kabupaten Lahat peran tenaga kerja sangat dibutuhkan dikarenakan masih 

minimnya tenaga kerja ahli di bidang-bidang tertentu, oleh karena itu pemerinntah 

Kabupaten Lahat sangat memperdulikan para tenaga kerjanya agar dapat

di bidang apapun

mencapai

6 Penjelasan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.



6

tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lahat. Pada 

hakikatnya Pemerintah Kabupaten Lahat harus memberikan peluang yang sebesar- 

besarnya bagi penyandang cacat untuk berperan aktif dalam membangun 

perekonomian di Kabupaten Lahat. Akan tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten 

Lahat masih banyak penyandang cacat yang tidak mendapatkan haknya dalam 

mendapatkan pekeijaan yang layak untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fisik yang di miliki penyandang 

cacat dalam melaksanakan suatu pekeijaan di banding dengan pekeija lainnya. Maka 

secara tidak langsung telah teijadi diskriminasi terhadap penyandang cacat dengan 

orang normal. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah yang dalam hal ini 

dibantu Dinas Kesejahteraan Sosial untuk mencari solusi atau jalan keluar atas 

permasalahan yang timbul agar terjaminnya hak penyandang cacat untuk 

mendapatkan pekeijaan yang layak.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam kesempatan ini penulis mencoba 

mengangkat tema skripsi denga judul :

“PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN 

PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN 

UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

DI KABUPATEN LAHAT”.
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B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka timbul permasalahan- 

permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Adapun 

permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerapan hak penyandang cacat untuk mendapatkan 

pekerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat ?

2. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial 

dalam upaya memberikan hak penyandang cacat untuk mendapatkan 

pekerjaan di Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

L Mengetahui bagaimana realisasi hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi 

penyandang cacat menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.

2. Mengetahui bagaimana peran Dinas Kesejahteraan Sosial dalam upaya

memberikan hak penyandanng cacat untuk mendapatkan pekerjaan di 

Kabupaten Lahat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:
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1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang 

berharga umumnya di bidang hukum dalam Hak Penyandang Cacat khususnya untuk 

mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat.

2. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan 

dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan 

datang yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi tentang Peranan

Pemerintah Dalam Memberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Cacat : Studi

Penerapan Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten

Lahat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris 

atau sosio-legal, karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan data primer yang 

berupa informasi langsung dari lapangan atau dari Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Lahat tentang hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat di
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Kabupaten Lahat. Untuk mendapat hasil yang maksimal, maka penelitian ini
i

didukung juga dengan pedekatan yundis normatif dengan meneliti data sekunder 

berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat 

dengan hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat dan peran Dinas 

Kesejahteraan Sosial.

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum 

sosiologis atau sosio-legal dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. 

Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/dasar 

adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui 

penelitian lapangan.7 

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh

.8dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu ;

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau 

dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek penelitian. Dimana 

dalam penulisan skripsi ini data primer yang digunakan adalah data yang di dapat dari

7 Usmawadi, Petunjuk Praktis Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi, Labolatorium Hukum 
Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 7.
, * S°?rj0n° Soekanto‘ Pengantar Peneitian Hukum. Universitas Indonesia (Ul-Press) Jakarta
1968, hlm. 51.
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hasil wawancara dengan beberapa penyandang cacat dan beberapa pegawai di Dinas 

Kesejahteraan Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat, antara lain ,

Indah Yanti, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;

Bambang Hemantino, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat; 

Bani Setiawan, seorang penyandang cacat tangan yang diakibatkan oleh 

kecelakaan di Kabupaten Lahat;

Armanda, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;

Edmon Hardiansyah, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat; 

Sutejo Pumomo, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat; 

Abdul Manap seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;

Sopiyan Effendi, Kasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

Hj. Rechnawaty, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat; 

H.Hasnul Basri, selaku kepala dinas Ketenagakeijaan Kabupaten Lahat; 

Ruswandi Sukawarman, Asisten Manager SDM dan Umum PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Lahat; dan

Syukri Zuber, Manager PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha Senabing Kabupaten Lahat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penulusuran terhadap 

sumber bahan hukum, buku-buku hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, 

data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek

i.

J-

k.

1.



11

penelitian.9 Dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang 

terdiri dari;

1. Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang di dapat 

dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat.

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat 

Tahun 2009-2013, yang di dapat dari Dinas Kabupaten Lahat;

3. Buletin Peduli “Mewujudkan Kesamaa Usaha dan Kerja tanpa Hambatan 

bagi Penyandang Cacat”, yang di dapat dari Dinas Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Lahat;

Adapun sumber bahan yang diperlukan untuk penulisan ini adalah bantuan

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum ini terutama berasal dari undang-undang yang berkaitan dengan 

undang-undang ketenagakerjaan, yaitu UU No. 13 tahun 2003, dan UU No. 4 tahun 

1997 tentang penyandang cacat.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan praktisi 

akademisi hukum, koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier

maupun

9Ibid, hlm. 12.
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Bahan hukum Tersier yaitu bahan yan memberikan petunjuk penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara terbuka 

atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan 

metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta memperoleh

informasi konkrit tetang hak untuk medapat pekeijaan bagi penyandang cacat dan

peran dinas sosial kabupaten lahat.

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan

besar yaitu :10

1. ) Wawamcara Berencana (berpatokan).

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya 

membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh 

menyimpang apa yang telah ditentukan.

2. ) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Burhan Ashsofa,. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm. 96
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Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu 

pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada

aturan yang ketat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.11

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan melalui 

penulusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai hak untuk mendapat pekerjaan 

bagi penyandang cacat dan peran dinas sosial kabupaten lahat serta membaca dan 

mempelajari sumber-sumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

Metode dokumentassi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library 

research) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis sebagai 

penunjang atau dasar teoritis dalam memehami teori.

aturan-

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian, 

maka penelitian diakukan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat, Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat, PT. Kereta Api (Persero) Kabupaten Lahat, PT. 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Kabupaten Lahat dan beberapa tempat kediaman 

penyandang cacat di Kabupaten Lahat.

Lexy J. Moleong,, Metode Penelitan Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 
2007. hlm. 217
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5. Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian di analisis dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data 

yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu Analisis Data 

Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

■

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.12 

sehingga di dapat gambaran yang jelas dan releven tentang hak untuk mendapat 

pekeijaan bagi penyandang cacat dan peran Dinas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten

Lahat.

12 Ibid, hlm. 31
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